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Abstract

The development of digital technology has brought about a fundamental transformation in the conduct of modern
business transactions. The emergence of blockchain technology, smart contracts, electronic signatures and e-
commerce platforms has changed the conventional paradigm of conducting transactions. However, this digital
transformation poses significant challenges to legal certainty in business transactions, particularly in relation to legal
validity, consumer protection, dispute resolution and jurisdiction. This study aims to analyse the impact of digital
technology on legal certainty in business transactions from a legal perspective using a normative legal research
method. The results of the study indicate that digital technology has a two-sided impact on legal certainty: on the one
hand, it enhances the efficiency and transparency of transactions, on the other hand, it creates legal uncertainty due
to regulations that have not yet been able to keep pace with technological developments. This study recommends the
need to harmonise national regulations with international standards, as well as the establishment of a specific legal
framework for digital transactions to ensure optimal legal certainty.
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Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi fundamental dalam pelaksanaan transaksi bisnis
modern. Kemunculan teknologi blockchain, smart contract, electronic signature, dan platform e-commerce telah
mengubah paradigma konvensional dalam bertransaksi. Namun demikian, transformasi digital ini menimbulkan
tantangan signifikan terhadap kepastian hukum dalam transaksi bisnis, terutama terkait dengan validitas hukum,
perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa, dan yurisdiksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak
teknologi digital terhadap kepastian hukum dalam transaksi bisnis dari perspektif yuridis dengan menggunakan
metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi digital memberikan dua sisi
dampak terhadap kepastian hukum: di satu sisi meningkatkan efisiensi dan transparansi transaksi, namun di sisi lain
menimbulkan ketidakpastian hukum akibat regulasi yang belum mampu mengimbangi perkembangan teknologi.
Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional serta
pembentukan kerangka hukum khusus untuk transaksi digital guna menjamin kepastian hukum yang optimal.

Kata Kunci: Teknologi Digital, Kepastian Hukum, Transaksi Bisnis, Smart Contract, Electronic Signature

PENDAHULUAN

Era digital telah membawa perubahan revolusioner dalam hampir semua aspek kehidupan manusia,
termasuk dalam ranah transaksi bisnis. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat
telah mengubah cara masyarakat melakukan aktivitas ekonomi, dari transaksi konvensional yang berbasis
fisik menuju transaksi digital yang berbasis elektronik. Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara-negara
maju, tetapi juga meluas ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia.
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Menurut data Badan Pusat Statistik (2025), nilai transaksi e-commerce di Indonesia mencapai Rp
987,4 triliun pada tahun 2024, menunjukkan pertumbuhan sebesar 23,5 persen dibandingkan tahun
sebelumnya. Pertumbuhan yang signifikan ini seiring dengan adopsi teknologi digital dalam berbagai sektor
bisnis, mulai dari perdagangan elektronik, fintech, hingga penggunaan blockchain dan smart contract dalam
transaksi komersial.

Namun demikian, perkembangan teknologi digital yang begitu cepat tidak diimbangi dengan
pembentukan kerangka hukum yang memadai. Kepastian hukum sebagai salah satu prinsip fundamental
dalam sistem hukum modern menghadapi tantangan serius dalam menghadapi transformasi digital ini.
Prinsip kepastian hukum menuntut adanya aturan hukum yang jelas, tidak bertentangan, dan dapat diprediksi
sehingga setiap individu dapat mengetahui hak dan kewajibannya.

Hans Kelsen dalam teori hukumnya menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan syarat mutlak
bagi terwujudnya keadilan dan ketertiban hukum. Dalam konteks transaksi bisnis digital, kepastian hukum
menjadi semakin penting mengingat transaksi yang dilakukan melibatkan pihak-pihak yang seringkali tidak
saling mengenal, berada dalam yurisdiksi berbeda, dan menggunakan teknologi yang kompleks.

Permasalahan hukum yang timbul akibat perkembangan teknologi digital sangat beragam. Mulai dari
validitas perjanjian elektronik, keabsahan tanda tangan digital, perlindungan data pribadi, tanggung jawab
platform digital, hingga penyelesaian sengketa transaksi lintas batas. Permasalahan-permasalahan ini
menuntut adanya kajian mendalam terhadap dampak teknologi digital terhadap kepastian hukum dalam
transaksi bisnis.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana
perkembangan teknologi digital mempengaruhi paradigma transaksi bisnis konvensional? 2). Apa saja
dampak yuridis teknologi digital terhadap prinsip kepastian hukum dalam transaksi bisnis? 3). Bagaimana
regulasi hukum yang ada di Indonesia mengakomodasi perkembangan teknologi digital dalam transaksi
bisnis?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode ini dipilih karena penelitian
ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur transaksi bisnis digital dan
dampaknya terhadap kepastian hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan,
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, dan instrumen hukum internasional terkait.

Bahan hukum sekunder meliputi literatur ilmiah berupa buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian
terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan
ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan studi kepustakaan. Analisis data
dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan analisis konseptual dan
analisis perbandingan. Analisis konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum terkait
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kepastian hukum dan transaksi digital, sedangkan analisis perbandingan digunakan untuk membandingkan
regulasi di Indonesia dengan regulasi di negara lain dan instrumen hukum internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Paradigma Transaksi Bisnis Akibat Teknologi Digital

Perkembangan teknologi digital telah mengubah paradigma transaksi bisnis secara fundamental.
Dalam transaksi konvensional, terdapat elemen-elemen fisik yang menjadi dasar kepastian hukum, seperti
pertemuan fisik antara pihak-pihak yang bertransaksi, dokumen tertulis yang ditandatangani secara manual,
dan serah terima barang secara fisik. Elemen-elemen ini memberikan jaminan identitas pihak, bukti adanya
perjanjian, dan pembuktian pelaksanaan kewajiban.

Teknologi digital telah menggantikan elemen-elemen fisik tersebut dengan elemen-elemen digital.
Pertemuan fisik digantikan dengan interaksi melalui platform digital. Dokumen tertulis digantikan dengan
dokumen elektronik. Tanda tangan manual digantikan dengan tanda tangan elektronik. Serah terima fisik
digantikan dengan pengiriman digital atau pengiriman fisik yang diatur melalui platform digital.

Transformasi ini membawa implikasi signifikan terhadap kepastian hukum. Di satu sisi, teknologi
digital meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas transaksi bisnis. Transaksi dapat dilakukan kapan saja dan
di mana saja tanpa batasan geografis. Di sisi lain, hilangnya elemen fisik menimbulkan tantangan baru dalam
membuktikan identitas pihak, keabsahan perjanjian, dan pelaksanaan kewajiban.

Peran Perantara dan Desintermediasi

Salah satu karakteristik penting dari transformasi digital dalam transaksi bisnis adalah perubahan peran
perantara. Dalam transaksi konvensional, perantara seperti bank, broker, dan notaris memainkan peran
penting dalam menjamin kepastian hukum transaksi. Bank menjamin pembayaran, broker memfasilitasi
negosiasi, dan notaris memberikan legalitas formal atas transaksi.

Teknologi digital telah membawa fenomena desintermediasi, yaitu pengurangan atau penghilangan
peran perantara dalam transaksi. Platform e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee memungkinkan
penjual dan pembeli bertransaksi langsung tanpa perantara fisik. Teknologi blockchain dan smart contract
membawa desintermediasi ke tingkat yang lebih dalam dengan menghilangkan kebutuhan akan perantara
terpusat sama sekali.

Desintermediasi ini memiliki implikasi ganda terhadap kepastian hukum. Di satu sisi, pengurangan
perantara mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi. Di sisi lain, hilangnya peran perantara
yang sebelumnya memberikan jaminan kepastian hukum menimbulkan kekosongan regulasi. Jika tidak ada
bank yang menjamin pembayaran, bagaimana kepastian pembayaran dapat dijamin? Jika tidak ada notaris
yang memberikan legalitas, bagaimana keabsahan transaksi dapat dibuktikan?

Smart Contract dan Otomatisasi Kontrak

Smart contract merupakan inovasi teknologi yang paling signifikan dalam transformasi transaksi bisnis
digital. Berbeda dengan kontrak konvensional yang bergantung pada penegakan hukum eksternal, smart
contract mengeksekusi ketentuan kontrak secara otomatis melalui kode program.

Menurut analisis teknis, smart contract beroperasi berdasarkan logika if-then yang diprogram ke dalam
blockchain. Ketika kondisi yang ditentukan terpenuhi, kontrak akan dieksekusi secara otomatis tanpa
memerlukan intervensi manusia. Misalnya, dalam transaksi escrow, pembayaran akan dilepaskan secara
otomatis ketika barang telah dikonfirmasi diterima.

Otomatisasi ini memberikan tingkat kepastian yang tinggi dalam pelaksanaan kontrak. Pihak-pihak
dapat memastikan bahwa kontrak akan dieksekusi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, tanpa
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risiko wanprestasi atau penundaan. Namun demikian, smart contract juga menimbulkan tantangan hukum
yang kompleks.

Pertama, smart contract mengaburkan batas antara kontrak sebagai perjanjian hukum dan kontrak
sebagai kode program. Dalam hukum konvensional, kontrak adalah perjanjian antar pihak yang dapat
diinterpretasikan dan dinegosiasikan. Dalam smart contract, ketentuan kontrak dikodekan dalam bahasa
pemrograman yang tidak fleksibel. Jika terjadi perubahan keadaan yang tidak diantisipasi dalam kode, smart
contract tidak dapat menyesuaikan diri.

Kedua, smart contract menimbulkan masalah yurisdiksi dan penegakan hukum. Jika smart contract
dieksekusi di jaringan blockchain yang terdesentralisasi dan lintas batas, yurisdiksi mana yang berlaku?
Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi kesalahan dalam eksekusi smart contract?

Ketiga, smart contract menimbulkan masalah tanggung jawab hukum. Jika terjadi bug atau kesalahan
dalam kode smart contract yang mengakibatkan kerugian, siapa yang bertanggung jawab? Apakah
programmer yang menulis kode, pihak yang mendeploy smart contract, atau tidak ada pihak yang
bertanggung jawab karena eksekusi bersifat otomatis?

Dampak Yuridis Teknologi Digital terhadap Prinsip Kepastian Hukum
Dampak terhadap Aspek Validitas dan Keabsahan Transaksi

Salah satu aspek fundamental dari kepastian hukum dalam transaksi bisnis adalah validitas dan
keabsahan transaksi. Dalam hukum konvensional, validitas transaksi bergantung pada pemenuhan unsur-
unsur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek
tertentu, dan sebab yang halal.

Teknologi digital telah mengubah cara pemenuhan unsur-unsur tersebut. Kesepakatan yang dalam
transaksi konvensional dibuktikan dengan pertemuan pikiran dan tanda tangan para pihak, dalam transaksi
digital dibuktikan dengan klik tombol persetujuan atau tanda tangan elektronik. Pasal 1320 KUH Perdata
mensyaratkan adanya kesepakatan yang dinyatakan dengan lisan atau tertulis. Dalam konteks digital,
pertanyaannya adalah apakah klik tombol atau tanda tangan elektronik memenuhi syarat kesepakatan yang
dinyatakan secara tertulis?

Undang-Undang ITE memberikan pengakuan terhadap dokumen elektronik dan tanda tangan
elektronik. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa tanda
tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan
tertentu.

Namun demikian, pengakuan ini tidak sepenuhnya menghilangkan ketidakpastian hukum. Pertama,
terdapat perbedaan tingkat kekuatan hukum antara tanda tangan elektronik sederhana dan tanda tangan
elektronik yang menggunakan sertifikat elektronik. Pasal 11 ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa tanda
tangan elektronik yang menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi
Elektronik dalam negeri memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Artinya, tanda tangan
elektronik tanpa sertifikat memiliki kekuatan bukti yang lebih lemah.

Kedua, validitas transaksi digital juga bergantung pada keabsahan platform atau aplikasi yang
digunakan. Jika platform tidak memenuhi persyaratan hukum, transaksi yang dilakukan melalui platform
tersebut dapat dipertanyakan validitasnya. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi pengguna yang
seringkali tidak memiliki kemampuan teknis untuk menilai keabsahan platform.
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Ketiga, dalam konteks smart contract, validitas hukum menjadi semakin kompleks. Smart contract
yang dieksekusi secara otomatis pada blockchain dapat dianggap sebagai perjanjian yang valid jika
memenuhi unsur-unsur perjanjian. Namun demikian, sifat smart contract yang tidak dapat diubah setelah
dideploy menimbulkan masalah jika terjadi kesalahan atau perubahan keadaan. Dalam hukum konvensional,
kontrak dapat dimodifikasi atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan para pihak atau berdasarkan alasan-
alasan yang diatur hukum. Dalam smart contract, modifikasi atau pembatalan menjadi sangat sulit karena
sifat immutable dari blockchain.

Dampak terhadap Aspek Perlindungan Hukum bagi Para Pihak

Perlindungan hukum merupakan bagian integral dari kepastian hukum. Dalam transaksi bisnis
konvensional, perlindungan hukum diberikan melalui berbagai mekanisme, termasuk jaminan hukum
terhadap hak kepemilikan, perlindungan terhadap wanprestasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Teknologi digital membawa bentuk baru perlindungan hukum namun juga menimbulkan celah
perlindungan. Dalam transaksi e-commerce, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang
Perdagangan memberikan perlindungan khusus bagi konsumen. Pasal 9 UU Perdagangan mensyaratkan
adanya informasi yang jelas dan benar mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan. Pasal 10
mensyaratkan adanya konfirmasi atas pesanan dan pembayaran.

Namun demikian, perlindungan hukum dalam transaksi digital menghadapi beberapa tantangan.
Pertama, identitas pihak-pihak yang bertransaksi seringkali tidak jelas. Dalam platform e-commerce, penjual
dapat menggunakan identitas palsu atau identitas yang sulit dilacak. Hal ini menimbulkan risiko bagi
pembeli jika terjadi sengketa atau penipuan.

Kedua, perlindungan data pribadi menjadi isu krusial dalam transaksi digital. Setiap transaksi digital
menghasilkan jejak data yang dapat disalahgunakan. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi
memberikan kerangka perlindungan, namun implementasinya masih menghadapi tantangan teknis dan
institutional.

Ketiga, dalam konteks transaksi lintas batas, perlindungan hukum menjadi semakin kompleks. Jika
konsumen Indonesia bertransaksi dengan penjual di luar negeri melalui platform internasional, yurisdiksi
mana yang berlaku? Bagaimana mekanisme penegakan hukum jika terjadi pelanggaran? Ketidakpastian ini
dapat mengurangi kepercayaan konsumen dalam bertransaksi digital.

Dampak terhadap Aspek Pembuktian dan Alat Bukti

Pembuktian merupakan aspek krusial dalam kepastian hukum transaksi bisnis. Dalam hukum
konvensional, alat bukti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, yaitu surat, saksi,
pengakuan, dan sumpah. Surat merupakan alat bukti yang paling penting dalam transaksi bisnis karena dapat
membuktikan adanya perjanjian dan isi perjanjian.

Teknologi digital telah menghasilkan bentuk baru alat bukti, yaitu dokumen elektronik dan rekaman
elektronik. UU ITE mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Pasal 5 ayat (2) UU
ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun dan/atau diteruskan
dalam bentuk surat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan surat yang sah.

Namun demikian, penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti menghadapi tantangan. Pertama,
terdapat masalah keaslian dan integritas dokumen elektronik. Dokumen elektronik dapat dengan mudah
diubah tanpa meninggalkan jejak fisik. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan mekanisme kriptografi dan
timestamp yang dapat menjamin integritas dokumen.
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Kedua, terdapat masalah autentikasi dokumen elektronik. Bagaimana memastikan bahwa dokumen
elektronik benar-benar berasal dari pihak yang mengaku sebagai pembuatnya? Tanda tangan elektronik
dengan sertifikat elektronik memberikan solusi, namun penggunaannya masih terbatas dan tidak semua
pihak memiliki sertifikat elektronik.

Ketiga, dalam konteks blockchain, pembuktian menjadi semakin kompleks. Blockchain mencatat
setiap transaksi dalam ledger yang terdistribusi dan tidak dapat diubah. Catatan ini dapat dianggap sebagai
alat bukti yang sangat kuat karena integritasnya terjamin oleh konsensus jaringan. Namun demikian,
bagaimana catatan blockchain dapat diterima dalam proses peradilan konvensional? Apakah catatan
blockchain memenuhi syarat alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam UU ITE? Pertanyaan-
pertanyaan ini masih memerlukan penafsiran hukum yang lebih lanjut.

Dampak terhadap Aspek Yurisdiksi dan Penyelesaian Sengketa

Yurisdiksi dan penyelesaian sengketa merupakan aspek fundamental dalam kepastian hukum transaksi
bisnis, terutama dalam transaksi lintas batas. Dalam hukum konvensional, yurisdiksi ditentukan berdasarkan
tempat domisili pihak, tempat pelaksanaan kontrak, atau pilihan hukum yang disepakati para pihak.

Teknologi digital telah mengaburkan batas-batas yurisdiksi konvensional. Transaksi digital dapat
dilakukan antar pihak yang berada di negara berbeda, melalui server yang berada di negara ketiga, dengan
menggunakan platform yang dioperasikan oleh entitas di negara keempat. Dalam situasi seperti ini,
penentuan yurisdiksi menjadi sangat kompleks.

Undang-Undang ITE memberikan beberapa ketentuan terkait yurisdiksi. Pasal 3 UU ITE menyatakan
bahwa UU ITE berlaku bagi setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam UU
ITE, baik yang berada di dalam yurisdiksi hukum Indonesia, di luar yurisdiksi hukum Indonesia, maupun di
luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di dalam dan/atau di luar wilayah hukum
Indonesia. Ketentuan ini memberikan yurisdiksi ekstrateritorial yang luas, namun implementasinya dalam
praktik menghadapi tantangan.

Dalam konteks penyelesaian sengketa, teknologi digital juga membawa inovasi dan tantangan. Online
Dispute Resolution (ODR) telah berkembang sebagai mekanisme penyelesaian sengketa digital. Platform
seperti e-Court di Indonesia memungkinkan penyelesaian sengketa secara elektronik. Namun demikian,
ODR menghadapi tantangan terkait keabsahan putusan, pelaksanaan putusan, dan perlindungan hak-hak para
pihak.

Dalam konteks blockchain dan smart contract, penyelesaian sengketa menjadi semakin kompleks. Jika
smart contract dieksekusi secara otomatis dan tidak sesuai dengan maksud para pihak, bagaimana sengketa
tersebut dapat diselesaikan? Apakah pengadahan konvensional memiliki kewenangan untuk mengadili
sengketa yang melibatkan smart contract? Ataukah diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa khusus
untuk ekosistem blockchain?

Evaluasi Regulasi Hukum di Indonesia
Kecukupan Undang-Undang ITE

Undang-Undang ITE merupakan payung hukum utama yang mengatur transaksi elektronik di
Indonesia. Secara umum, UU ITE telah memberikan pengakuan hukum terhadap transaksi elektronik,
dokumen elektronik, dan tanda tangan elektronik. Namun demikian, terdapat beberapa kekurangan yang
perlu diperhatikan.
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Pertama, UU ITE bersifat umum dan tidak secara spesifik mengatur berbagai bentuk transaksi digital
yang berkembang pesat. UU ITE tidak mengatur secara spesifik tentang e-commerce, fintech, blockchain,
smart contract, dan bentuk transaksi digital lainnya. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku
bisnis yang menggunakan teknologi-teknologi tersebut.

Kedua, ketentuan tentang tanda tangan elektronik dalam UU ITE masih menimbulkan ketidakpastian.
UU ITE membedakan antara tanda tangan elektronik sederhana dan tanda tangan elektronik yang
menggunakan sertifikat elektronik. Tanda tangan elektronik dengan sertifikat elektronik memiliki kekuatan
bukti yang lebih kuat. Namun demikian, proses perolehan sertifikat elektronik yang relatif rumit dan
biayanya dapat menjadi hambatan bagi penggunaan yang luas.

Ketiga, UU ITE tidak secara komprehensif mengatur tentang smart contract dan blockchain. Padahal
teknologi-teknologi ini semakin banyak digunakan dalam transaksi bisnis. Ketidakadanya regulasi spesifik
menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pengguna teknologi tersebut.

Kecukupan Undang-Undang Perdagangan dan Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Perdagangan memberikan pengaturan khusus tentang perdagangan elektronik. Pasal
9 sampai dengan Pasal 14 UU Perdagangan mengatur tentang perdagangan melalui sistem elektronik,
termasuk kewajiban penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik untuk menyediakan informasi
yang jelas dan benar, konfirmasi pesanan, dan mekanisme pengembalian.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memberikan perlindungan bagi konsumen dalam
transaksi elektronik. Pasal 8 huruf j UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen berhak
mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.

Namun demikian, regulasi ini masih belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan
teknologi digital. Pertama, UU Perdagangan tidak mengatur secara spesifik tentang platform e-commerce
marketplace yang menghubungkan banyak penjual dan pembeli. Tanggung jawab hukum platform dalam
transaksi yang dilakukan oleh penggunanya masih menjadi isu yang belum sepenuhnya diatur.

Kedua, perlindungan konsumen dalam transaksi digital lintas batas masih lemah. Jika konsumen
Indonesia bertransaksi dengan penjual di luar negeri melalui platform internasional, mekanisme
perlindungan hukum yang tersedia sangat terbatas.

Perbandingan dengan Regulasi di Negara Lain

Beberapa negara telah mengembangkan regulasi yang lebih komprehensif untuk transaksi digital.
Uni Eropa telah mengeluarkan Digital Services Act (DSA) dan Digital Markets Act (DMA) yang
memberikan kerangka regulasi yang luas untuk layanan digital. DSA mengatur tentang tanggung jawab
platform digital, perlindungan konsumen, dan penanganan konten ilegal. DMA mengatur tentang praktik
pasar digital yang adil.

Singapura telah mengeluarkan Electronic Transactions Act yang secara spesifik mengatur tentang
transaksi elektronik, termasuk penggunaan smart contract. Pasal 14A Electronic Transactions Act Singapura
secara eksplisit mengakui keabsahan smart contract dengan menyatakan bahwa kontrak tidak dapat dianggap
tidak sah hanya karena dibuat dalam bentuk smart contract.

Australia telah mengeluarkan Electronic Transactions Act 1999 yang memberikan kerangka hukum
untuk transaksi elektronik. Australia juga telah mengembangkan National Blockchain Roadmap untuk
mengatur penggunaan blockchain dalam berbagai sektor.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa regulasi di Indonesia masih perlu dikembangkan lebih lanjut
untuk mengakomodasi perkembangan teknologi digital yang pesat.
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KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, teknologi digital telah membawa transformasi fundamental dalam paradigma transaksi bisnis,
dari transaksi fisik berbasis dokumen tertulis dan tanda tangan manual menuju transaksi digital berbasis
dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, dan smart contract. Transformasi ini meningkatkan efisiensi
dan aksesibilitas transaksi, namun juga menimbulkan tantangan baru terhadap kepastian hukum.

Kedua, dampak yuridis teknologi digital terhadap kepastian hukum dalam transaksi bisnis meliputi
beberapa aspek. Dalam aspek validitas dan keabsahan, teknologi digital menghasilkan bentuk baru
perjanjian yang pengakuannya masih memerlukan penafsiran hukum. Dalam aspek perlindungan hukum,
teknologi digital menimbulkan risiko baru terkait identitas, data pribadi, dan transaksi lintas batas. Dalam
aspek pembuktian, teknologi digital menghasilkan alat bukti baru yang keabsahannya bergantung pada
mekanisme teknis tertentu. Dalam aspek yurisdiksi dan penyelesaian sengketa, teknologi digital
mengaburkan batas-batas yurisdiksi konvensional dan menuntut mekanisme penyelesaian sengketa baru.

Ketiga, regulasi hukum yang ada di Indonesia, terutama UU ITE, UU Perdagangan, dan UU
Perlindungan Data Pribadi, telah memberikan kerangka dasar untuk transaksi digital. Namun demikian,
regulasi ini masih belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan teknologi digital yang pesat.
Terdapat celah regulasi terutama terkait smart contract, blockchain, platform digital, dan transaksi lintas
batas.

Keempat, strategi untuk menjamin kepastian hukum dalam transaksi bisnis digital meliputi
harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional, pengembangan regulasi spesifik untuk teknologi
baru, penerapan pendekatan regulasi yang fleksibel, dan pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa
yang efektif.
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